BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai
analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Peran Pemerintah
dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan Bukit Batrem
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, maka penulis mengambil beberapa
kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang sesuai

dengan temuan penelitian.

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di
Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
dapat diketegorikan cukup baik. Kenyataan ini terbukti dari
penelitian yang dilakukan terhadap 4 indikator vyaitu: peran
pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai
dinamisator , peran pemerintah sebagai fasilitator, peran
pemerintah sebagai Katalisator. Dalam Peran Pemerintah dalam
Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan Bukit Batrem
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dari 56 responden diperoleh
total skor secara keseluruhan sebanyak 1422 berada pada kategori
Cukup Baik karena berada pada interval 1121-1568.

2. Faktor pendukung yang didapat adalah peran pemerintah sebagai
regulator, kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu peran

pemerintah sebagai fasilitator . Sedangkan faktor penghambat yang



I

didapat vyaitu masih rendahnya peran pemerintah sebagai
dinamisator , kemudian faktor penghambat yang kedua adalah
masih rendahnya peran pemerintah sebagai katalisator.

B. Saran

1. Disarankan kepada Lurah  Bukit Batrem mengadakan
pendampingan secara berkala untuk memotivasi para warga
kelurahan dalam menjalankan usaha mereka dengan tata kelola
usaha yang baik khususnya pada aspek produk. Dengan
menerapkan pengetahuan mengenai kemasan yang baik.
pemberian merek, dan label produk tahu tempe yang di dapat dari
pelatihan ini, kelak usaha yang mereka jalani akan lebih
berkembang dan produk mereka lebih berdaya saing serta
meningkatnya minat beli konsumen baik pasar tradisional dan
modern.

2. Mengingat diperlukannya pembinaan lebih lanjut dan
berkesinambungan kepada kelompok usaha ini, maka disarankan
perlu kembali diadakan pelatihan dan pendampingan pada aspek-
aspek yang disebutkan di atas, bahkan bila mungkin wilayah
Kelurahan Bukit Batrem dapat dijadikan sebagai daerah binaan
sehingga dapat dijadikan wilayah percontohan bagi pelaku usaha

UMKM lainnya.
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